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ABSTRAK: Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mempunyai
tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan
hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan
daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk
peraturan perundangan yang lebih teknis untuk pengelolaan sampah yang dapat mengatur
secara teknis yaitu dalam bentuk peraturan Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami
pentingnya Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Sampabh.
Adapun Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam
peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi persampahan, antara lain penetapan
wajib bayar retribusi atau objek retribusi dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara
Pemungutan Retribusi. Analisis yang dilakukan adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan
tarif Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya
penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas
pengendalian atas pelayanan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk mencermati susbstansi yang
diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga peraturan perundangan yang berlaku diatasnya.
Hasil kajian ini adalah rekomendasi untuk dapat memberikan kepastian terhadap wajib
retribusi, maka perlu adanya data yang valid terhadap wajib rertribusi kebersihan serta tata
cara pemungutan retribusinya yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi upaya untuk
meningkatkan aspek layanan pengelolaan kebersihan.

Kata Kunci: Sampah, Retribusi, Kebersihan, Peraturan Bupati.
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PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kemandiriannya untuk

dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara lebih bertanggungjawab. Sebagai
bagian dari kebijakan desentralisasai fiskal daerah adalah diserahankannya pengelolaan pajak
daerah dan juga retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diserahkan
menjadi urusan pemerintah daerah, harus mampu dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat retribusi merupakan pendapatan asli daerah
dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka
otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) maksimalisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) akan
berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena
penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Selanjutnya dinyatakan pula,
pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak (menambah pajak
baru), Jika mau menambah pungutan hendaknya bersifat retribusi, sedangkan pajak justru
diupayakan sebagai the last effort. Kebijakan untuk tidak menambah pungutan pajak
meningkatkan retribusi didasarkan pada beberapa peruntukannya, antara lain; pungutan
retribusi langsung berghubungan dengan masyarakat pengguna layanan publik (publik service).
Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan
publik karena masyarakat tentu tidak akan mau membayar biaya yang lebih tinggi, jika
pelayanan yang diterimanya sama saja kualitas maupun kuantitasnya. Dengan demikian
pemerintah daerah ditantang untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan
kepada publik.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pasal 66 mengatur terkait prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
Retribusi Jasa Umum termasuk didalamnya adalah retribusi kebersihan, ditetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek
keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, retribusi daerah, memiliki karakteristik sebagai

berikut:
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1. Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda).

2. Retribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat
UU dan Perda.

3. Dibebankan kepada setiap masyarakat wajib retribusi, yaitu orang atau badan yang
memakai layanan publik atau jasa dari pemerintah daerah.

4. Orang pribadi atau badan memperoleh balas jasa secara langsung sesaat telah membayar
retribusi. Pada beberapa retribusi, balas jasa ini bisa dirasakan secara individu misalnya
retribusi parkir di sisi jalanan umum.

Dalam pelaksanaan dari peraturan daerah diamanatkan untuk pembentukan peraturan
pelaksanaan dengan kedudukan sebagai peraturan kepala daerah. Kedudukan peraturan
kepala daerah menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”) mengatur bahwa jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah;

Peraturan Presiden;

Peraturan Daerah Provinsi; dan

N o bk w N

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut,
namun tidak berarti keberadaan peraturan Bupati tanpa alas hukum. Hal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi: Jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Bupati, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan Bupati oleh Peraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Permendagri 80/2015) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 120/2018)
kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (Perkada). Pasal
19 Permendagri 80/2015 berbunyi:
“Perencanaan penyusunan perkada dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan
disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
berdasarkan kewenangan. Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-
masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun”.

Dalam proses pembuatan Perkada, Pasal 42 Permendagri 120 Tahun 2018 menerangkan
bahwa, “Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”. Pimpinan perangkat
daerah pemrakarsa menyusun rancangan perkada. Rancangan perkada, setelah disusun,
disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya dan bagian hukum
kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan. Lebih lanjut, Pasal 110
Permendagri 120/2018 kemudian menguraikan bahwa, “Rancangan Perkada yang telah
dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan
Pengundangan”. Penandatanganan rancangan, dilakukan oleh kepala daerah. Dalam hal kepala
daerah berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada
dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala
Daerah. Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah
dimaksud. Dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari Menteri. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat
pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan.

Kajian terhadap peraturan kepala daerah terkait tata cara pemungutan retribusi ini,
berdasar yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan peraturan kepala daerah, adalah;
1. Undang-undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan

Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
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3. Permendagri 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam
Penyelenggaraan Penanganan Sampah
4. Peraturan Daerah Kota Indramayu No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
TUJUAN DAN KEGUNAAN
Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan
Study Urgensi Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi
Kebersihan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dasar hukum yang mendasari peraturan tentang tarif dan retribusi
sampah.
2. Menilai efektivitas peraturan tersebut dalam mengelola sampah.
3. Memberikan rekomendasi berdasarkan temuan studi.
Kajian ini memiliki kegunaan sebagai acuan atau referensi dalam menentukan norma dan
substansi yang hendak dituangkan ke dalam Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan/Tata Cara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan agar tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan diharapkan menjadi produk
hukum daerah yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan
akuntabel dalam mendukung program dan kebijakan daerah terkait retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan di Kabupaten Indramayu.
METODE PENELITIAN

Dalam melakukan kajian tentang peraturan bupati ini, digunakan metode pendekatan
perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi
yang berkaitan dengan substansi hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode
pendekatan undang-undang (statute approach), akan mengetahui mengenai konsistensi dan
kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada
kajian tentang norma-norma hukum yang diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

Kajian ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik prescriptive (bersifat memberi
petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang
menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi
kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan

untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe
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pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat deskriptif-analitis,
sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif
bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Bupati.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Kajian ini adalah data sekunder
sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang
diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara
yuridis kualitatif untuk menentukan draft hasil Kajian. Adapun proses atau alur kegiatan kajian

digambarkan sebagai berikut:
Need Assessment
Kondisi Eksisting

v ¥
Studi Literatur dan ] ( Wawancara dgn DLH dan
Dokumen Kebijakan J l Pembahasan Terbatas

Penulisan Draf
Artikel/Jurnal

\4

FGD dengan
Stakeholders/Pembahasan
Draf Artikel

Analisis Kebijakan dan Penyempurnaan
Draft Artikel/Hasil Kajian

|

Obervasi dan studi
banding

Gambar 1. Alur Kegiatan Kajian
Metode yang dilakukan untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam studi ini
digunakan:

a.  Studi Literatur/Dokumen
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Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen-
dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti dokumen
kebijakan, laporan, data statistik, dan dokumen-dokumen lainnya. Metode ini berguna
untuk memperoleh informasi mengenai isu dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah
daerah serta analisis dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan.

b.  Wawancara dan Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup
Metode ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan para pemangku
kepentingan terkait kebijakan pemerintah daerah, seperti pejabat pemerintah,
pengusaha, masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat. Metode ini berguna untuk
memperoleh sudut pandang berbagai pihak mengenai kebijakan dan masalah yang
dihadapi, serta mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai implementasi dan
dampak kebijakan.

c.  Observasi
Metode ini dilakukan dengan mengamati langsung keadaan dan situasi di lapangan,
misalnya dengan melakukan kunjungan ke daerah terkait kebijakan pemerintah atau
mengikuti kegiatan terkait kebijakan tersebut. Metode ini berguna untuk memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi di lapangan serta mendapatkan
informasi yang tidak terdokumentasi dalam bentuk dokumen atau wawancara.

d. Studi Banding
Metode ini dilakukan dengan membandingkan kebijakan pemerintah daerah yang telah
dilaksanakan dengan kebijakan pemerintah daerah lain yang memiliki masalah atau isu
yang serupa. Metode ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai strategi dan
solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah lain untuk mengatasi masalah yang
serupa, serta memperoleh pelajaran dan ide yang dapat diadopsi dalam konteks
kebijakan pemerintah daerah yang sedang diteliti.

e.  Analisis Kebijakan
Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam mengenai kebijakan
pemerintah daerah, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi. Metode
ini berguna untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pemerintah daerah, serta
memberikan rekomendasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan. Metode analisis
kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti

pendekatan ekonomi, sosial, politik, dan pendekatan interdisipliner.
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RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam
peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
antara lain adalah;
a. Ketentuan Umum,
b. Kewenangan Pemungutan,
c. Tatacara Pemungutan,
d. Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi
e. Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi
f. Ketentuan Peralihan
g. Ketentuan Penutup
PEMBAHASAN

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Pelayanan
Kebersihan/Persampahan khususnya tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Sampah/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas
pelayanan tersebut. Kajian ini melakukan pemetaan terhadap substansi rancangan peraturan
Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan/persampahan, untuk
kemudian mencermati susbstansi yang perlu diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga
peraturan perundangan yang berlaku diatasnya.

Peraturan Bupati mengatur tata cara pemungutan retribusi yang mencakup pendataan
wajib retribusi; pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Dengan adanya regulasi ini tentunya akan
meningkatkan PAD dari retribusi kebersihan yang sejalan dengan peningkatan pengelolaan
sampah di Kabupaten Indramayu. Peningkatan pengelolaan sampah akan memberikan dampak
positif berupa perbaikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan pribadi atau badan. Sementara Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dengan kata lain, retribusi kebersihan merupakan
kegiatan transaksional dimana Pemerintah Daerah memberikan layanan kebersihan kepada
wajib retribusi. Oleh karena itu, dengan membayar retribusi, wajib retribusi berhak atas

layanan kebersihan dari Pemerintah Daerah.
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Pada prakteknya, akibat dari kurangnya sosialisasi, sering kali wajib retribusi tidak
mengetahui secara pasti hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai konsekuensi dari
retribusi yang mereka bayarkan sehingga menimbulkan potensi resistensi atau ketidakpuasan
masyarakat terhadap tarif retribusi. Hal tersebut merupakan salah satu dari berbagai aspek
yang menjadi tantangan dalam penegakan peraturan.

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Substansi kebijakan pemerintah daerah dapat bervariasi
tergantung pada masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Secara keseluruhan,
peraturan daerah dapat menjadi efektif, namun efektivitasnya bergantung pada beberapa
faktor seperti keselarasan dengan kebijakan dan peraturan lainnya, kepercayaan terhadap
pejabat pemerintah, dan saling melengkapi dengan proses yang ada.

Analisis efektivitas ini diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan
kesenjangan dalam kerangka peraturan yang ada saat ini serta untuk memberikan
rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif
terhadap dampak dan implementasi peraturan daerah, para pembuat kebijakan, pemangku
kepentingan, dan masyarakat dapat mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan
perhatian dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di
Kabupaten Indramayu.

1. Urgensi Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
Kebersihan/Persampahan
Pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan efisien dan efektif sebagai perwujudan
pelaksanaan kewajiban pemda dalam melayani masyarakat. Untuk pelaksanaannya
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pembiayaan bisa ditanggung oleh
APBD dan kontribusi masyarakat melalui retribusi. Retribusi perlu diatur melalui peraturan
pelaksanaan yang didasari acuan peraturan yang berlaku dan perhitungan yang sesuai dan adil.
Untuk itu diperlukan penyusunan peraturan Bupati tentang Tarif dan Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan/pengelolaan Sampah, antara lain dasar kepentingannya
adalah:
1. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan
peran semua stakeholders sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara

proporsional, efektif dan efisien

Program Studi Ilmu Pemerintahan
| 16



I e-ISSN 2686-4967 |

2. Peraturan Bupati Indramayu tentang Tarif dan Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan
Retribusi Pelayanan sampah merupakan wujud dari pelaksanaan kewenangan
pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam pengelolaan
sampah serta bentuk tanggungjawab pelaksanaan wajib layanan
dasar/kesehatan/kebersihan kepada masyarakat.

3. Peraturan Bupati tentang Tarif dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Sampah
membantu daerah untuk memiliki regulasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah dan pelayanan kepada
masyarakat. Hal ini penting karena biaya investasi, operasional dalam pengelolaan sampah
cukup tinggi dan perlu juga kontribusi masyarakat selain dana alokasi pemerintah.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil Kajian tentang Urgensi Peraturan Bupati

Kabupaten Indramayu tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi Kebersihan,

sebagai berikut:

1.  Pelayanan persampahan/kebersihan merupakan tugas Pemerintah Daerah yang dalam
pelaksanaannya membutuhkan biaya dan anggaran yang tidak semua pembiayaannya
dapat didanai oleh Pemerintah Daerah. Kontribusi masyarakat diperlukan dalam
pembiayaan pengelolaan sampah ini melalui pembayaran retribusi kebersihan. Retribusi
daerah merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih
luas, nyata, dan bertanggung jawab dan memberi ruang bagi daerah untuk menerbitkan
Peraturan Bupati yang mengatur penerimaan daerah di bidang pengelolaan persampahan
sehingga terwujud kemandirian daerah dalam pembiayaan pengelolaan persampahan.

2. Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan/Tata Cara Pemungutan Retribusi
Kebersihan/Persampahan perlu disusun untuk dapat menjadi acuan pengaturan
pemungutan retribusi kebersihan di Kabupaten Indramayu. Tata cara pemungutan
retribusi kebersihan merupakan bagian kebijakan pemerintah daerah dalam rangka
meningkatkan sumber pendapatan daerah yang lebih berorientasi pada nilai keadilan dan
meningkatkan kesejateraan masyarakat Kabupaten Indramayu.
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